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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI 

KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Dalam Perspektif 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) 

(Indira Mustika Ratri, 1810113056, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program 

Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 2023, 80 halaman) 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi membuat banyak sektor di kehidupan menjadi lebih 

mudah salah satunya dalam melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang 

menggunakan transaksi konvensional menjadi lebih mudah dengan adanya transaksi 

secara online. Transaksi online ini atau biasa disebut dengan E-Commerce dilakukan 

tanpa bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Transaksi online ini 

memiliki banyak keuntungan dalam pemakaiannya, tetapi kerugian yang bisa 

didapatkan oleh konsumen juga beraneka ragam. Salah satu kerugian yang bisa 

didapatkan oleh konsumen salah satunya adalah terjadinya kebocoran data pribadi 

yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini memakai 

penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang bersumber dari 

sumber data sekunder memakai pengumpulan data secara studi pustaka secara 

analisis kualitatif. Penelitian  ini memiliki rumusan masalah : (1) Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang mengalami 

kebocoran data pribadi (dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi).  (2) Bagaimana tanggung jawab hukum 

penyedia situs  komersial elektronik terhadap konsumen dalam transaksi elektronik 

yang mengalami kebocoran data pribadi (dalam perspektif Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). Hasil penelitian ini adalah 

perlindungan hukum mengenai kebocoran data pribadi bisa didapatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  dan 

penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi juga terdapat di dalam undang-undang 

ini. Perlindungan yang bisa didapatkan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi adalah perlindungan secara preventif yang 

terdapat di Pasal 1 angka 2 yang mengatakan bahwa undang-undang ini bertujuan 

untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah sehingga jika terjadi 

kebocoran data pribadi, subjek data pribadi bisa meminta ganti rugi kepada 

pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi yang dijelaskan di dalam 

pasal 12 ayat (1), tetapi untuk pengertian pengertian pengendali data pribadi dan 

prosesor data pribadi ini belum dijelaskan secara spesifik dan perlindungan secara 

represif yang dijelaskan pada pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 

berisi tentang cara penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi jika terjadi 

kebocoran data pribadi. 
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